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Hak atas Bahan Pangan yang Layak (Pasal 11)

Pendahuluan dan Premis-premis Dasar.

1. Hak Asasi Manusia atas bahan pangan yang layak diakui dalam beberapa instrumen Hukum Internasional. Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya mengatur mengenai hak ini secara lebih komprehensif dibandingkan instrumen-intrumen yang lain. Sesuai Pasal 11.1 dari Kovenan, Negara penandatangan mengakui “Hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak bagi dirinya dan keluarganya, termasuk makanan, pakaian dan tempat tinggal yang layak, serta atas perbaikan berkelanjutan dari kondisi hidupnya”, sedangkan sesuai Pasal 11.2 Negara penandatangan mengakui bahwa langkah-langkah yang lebih cepat dan mendesak mungkin dibutuhkan untuk menjamin “Hak fundamental atas kebebasan dari kelaparan dan kekurangan gizi”. Hak Asasi Manusia atas bahan pangan yang layak mempunyai arti penting yang krusial untuk pemenuhan dari semua hak asasi. Ini berlaku untuk setiap orang; sehingga istilah dalam Pasal 11.1 yaitu “Untuk dirinya dan keluarganya, tidak bermaksud memberikan pembatasan dari daya berlakunya hak asasi ini kepada individu atau rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan.

2. Komite telah mengumpulkan informasi penting berkaitan dengan Hak atas Bahan Pangan yang Layak melalui pemeriksaan laporan negara-Negara penandatangan sejak tahun 1979. Komite mencatat bahwa meskipun terdapat pedoman pelaporan yang berkaitan dengan Hak atas Bahan Pangan yang Layak, hanya sedikit negara yang memberikan informasi yang cukup dan tepat sehingga memungkinkan Komite untuk menentukan situasi saat ini dari negara tersebut berkaitan dengan hak asasi ini serta untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan perwujudannya. Komentar umum ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi beberapa masalah utama yang dianggap oleh penting oleh Komite dalam hal Hak Asasi atas Bahan Pangan yang Layak. Pembuatannya dipicu oleh permintaan Negara Anggota dalam Pertemuan Pangan Sedunia 1996, mengenai suatu pengertian yang lebih baik dari hak asasi yang berkaitan dengan pangan dalam Pasal 11 Kovenan, serta oleh permintaan khusus kepada Komite untuk memberikan perhatian khusus terhadap Rencana Aksi Pertemuan dalam memantau implementasi tindakan-tindakan spesifik yang diatur dalam Pasal 11 Kovenan.

3. Dalam tanggapan terhadap permintaan-permintaan ini, Komite meninjau kembali laporan-laporan dan dokumentasi yang relevan dari Komisi Hak Asasi Manusia dan Sub Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas, mengenai Hak atas Bahan Pangan yang Layak sebagai suatu Hak Asasi Manusia; menghabiskan sehari dari Rapat Umum untuk membahas masalah ini dalam Sidang ke-7 nya pada 1997, mempertimbangkan draft pedoman perilaku internasioanl mengenai Hak Asasi Manusia atas bahan pangan yang layak yang dibuat oleh organisasi-organisasi Non-Pemerintah Internasional; berpartisipasi dalam dua konsultasi dengan pakar mengenai Hak atas Bahan Pangan yang Layak sebagai suatu Hak Asasi Manusia yang dilaksanakan oleh Kantor Dewan Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR), di Jenewa bulan Desember 1997, serta di Roma bulan Nopember 1998 dimana Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) juga bertindak sebagai tuanrumah, serta mencatat laporan-laporan akhir daripadanya. Pada bulan april 1999 Komite berpartsipasi dalam sebuah simposium mengenai “Substansi dan Politik Pendekatan Hak Asasi Manusia terhadap kebijakan dan program-program pangan dan gizi”, yang dilaksanakan oleh Komite Administratif dalam Koordinasi/Sub Komite Gizi PBB pada Sidangnya yang ke-26 di Jenewa, serta dituanrumahi oleh OHCHR.

4. Komite mengaskan bahwa Hak atas Bahan Pangan yang Layak adalah tak terpisahkan dari martabat inheren dari setiap manusia serta tak bisa ditinggalkan dalam pemenuhan hak asasi manusia lainnya yang tercantum dalam Piagam Internasional Hak Asasi Manusia. Hak ini juga tidak bisa dipisahkan dari keadilan sosial, membutuhkan pembuatan kebijakan ekonomi lingkungan dan sosial yang layak, baik dalam skala nasional maupun internasional, yang ditujukan untuk penghapusan kemiskinan serta pemenuhan seluruh Hak Asasi Manusia bagi semua.

5. Meskipun terdapat fakta bahwa Komunitas Internasional telah sering menegaskan kembali arti penting dari penghormatan penuh kepada Hak Asasi atas Bahan Pangan yang Layak, masih terdapat suatu kesenjangan yang mengganggu antara standar yang ditetapkan dalam Pasal 11 Kovenan dengan situasi yang ada di banyak tempat di dunia. Lebih dari 840 juta orang di seluruh dunia, sebagian besar di negara berkembang, mengalami lapar secara kronis; berjuta-juta orang menderita bencana kelaparan sebagai akibat dari bencana alam, meningkatnya insiden pertikaian dan perang sipil di beberapa benua serta penggunaan bahan pangan sebagai senjata politik. Komite mengamati bahwa meskipun masalah kelaparan dan kekurangan gizi di negara-negara berkembang seringkali gawat, kekurangan gizi, gizi di bawah standar serta permasalahan lain yang berkaitan dengan Hak atas Bahan Pangan yang Layak dan hak untuk bebas dari kelaparan, juga terdapat di beberapa negara yang paling maju secara ekonomis. Pada dasarnya, karena permasalahan dari kelaparan dan kekurangan gizi bukanlah kurangnya bahan pangan tetapi akses terhadap bahan pangan yang tersedia, diantaranya disebabkan oleh kemiskinan, yang dialami oleh sebagian besar masyarakat dunia.

Isi Normatif Pasal 11, Paragraf 1 dan 2.

6. Hak atas Bahan Pangan yang Layak teperwujudankan ketika setiap laki-laki, perempuan dan anak-anak, sendiri atau dalam komunitas, mempunyai akses fisik dan ekonomis sepanjang waktu kepada bahan pangan yang layak atau cara mendapatkannya. Oleh karena itu, Hak atas Bahan Pangan yang Layak tidak bisa diartikan dalam artian yang sempit dan terbatas yang menyamakannya dengan paket minimum kalori, protein serta nutrien-nutrien spesifik lainnya. Hak atas Bahan Pangan yang Layak haruslah mewujudkan secara progresif. Meski demikian, Negara-negara mempunyai kewajiban inti untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengurangi dan meringankan kelaparan seperti diatur dalam Paragraf 2 Pasal 11, bahkan dikala bencana alam atau lainnya.

Kelayakan dan Kesinambungan Tersedianya Serta Akses kepada Bahan Pangan

7. Konsep Kelayakan mempunyai signifikansi secara khusus dalam kaitan hak atas bahan pangan karena ini bisa dipergunakan untuk menegaskan banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan apakah suatu bahan pangan atau makanan tertentu yang bisa didapatkan bisa dianggap yang paling layak dalam suatu keadaan tertentu sesuai Pasal 11 Kovenan. Gagasan mengenai kesinambungan secara intrinsik berkaitan dengan gagasan mengenai bahan pangan yang layak atau jaminan bahan pangan, dimaksudkan bahwa bahan pangan bisa didapatkan baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang. Arti sesungguhnya dari “Kelayakan” secara luas ditentukan oleh keadaan sosial, ekonomi, budaya, iklim, ekologis dan lain-lain yang terjadi saat ini, sedangkan “Kesinambungan” berkaitan dengan gagasan persediaan dan aksesibilitas jangka panjang.

8. Komite beranggapan bahwa inti dari Hak atas Bahan Pangan yang Layak adalah:

· Ketersediaan bahan pangan dalam kualitas dan kuantitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makanan individu, bebas dari substansi yang merugikan, serta bisa diterima dalam budaya setempat.

· Aksesibilitas bahan pangan itu berkesinambungan dan tidak mengganggu pemenuhan Hak Asasi Manusia lainnya.

9. Kebutuhan makanan adalah makanan sebagai keseluruhan yang berisikan gabungan gizi untuk pertumbuhan fisik dan mental, perkembangan dan perawatan, serta aktivitas fisik sesuai dengan kebutuhan psikologis manusia di seluruh jenjang dalam roda kehidupan serta sesuai dengan jender dan pekerjaan. Oleh karena itu, tindakan-tindakan mungkin diperlukan untuk menjaga, beradaptasi atau memperkuat keragaman bahan makanan serta pola pemberian makan dan konsumsi yang layak, termasuk pemberian ASI, dan pada saat yang sama menjamin bahwa perubahan dalam ketersediaan dan akses kepada persediaan bahan pangan secara minimal tidak berpengaruh negatif komposisi dan pemberian makanan. 

10. Babas dari substansi-substansi yang merugikan  menetapkan kebutuhan atas keamanan bahan pangan dan tindakan-tindakan perlindungan, baik dalam arti publik atau swasta, untuk mencagah kontaminasi bahan pangan melalui pencampuran dan/atau melalui kesehatan lingkungan yang buruk atau penanganan yang buruk pada tingkat yang berbeda sepanjang rantai makanan; ketelitian juga harus dilakukan untuk mengidentifikasi dan menghindarkan atau menghancurkan racun-racun yang terjadi secara natural.

11. Penerimaan budaya atau konsumen berarti kebutuhan bahwa juga harus dipertimbangkan, sebisa mungkin, unsur-unsur yang dirasakan Non-Nutrien yang terkandung dalam makanan dan konsumsi makanan serta menginformasikan pendapat konsumen tentang sifat dari suplai bahan makanan yang bisa diakses.

12. Ketersediaan mengacu pada kemungkinan untuk memberi makan diri sendiri langsung dari lahan produktif atau sumberdaya alam lainnya, atau pada distribusi, pemrosesan dan sistem pemasaran yang berjalan baik, yang bisa memindahkan makanan dari tempat produksi ke tempat mana makanan itu dibutuhkan sesuai dengan permintaan.

13. Aksesibilitas mencakup baik aksesibilitas ekonomis maupun fisik :

· Aksesibilitas ekonomis berarti bahwa biaya finansial personal atau rumahtangga yang berkaitan dengan pembelian bahan pangan untuk suatu menu yang layak harus berada pada tingkatan tertentu dimana tidak mengganggu atau membahayakan perolehan dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Aksesibilitas ekonomi berlaku pada semua pola pembelian atau perolehan dengan mana masyarakat mengadakan bahan makanan dan merupakan suatu ukuran kepuasan bagi pemenuhan Hak atas Bahan Pangan yang Layak. Kelompok-kelompok yang rentan secara sosial seperti orang-orang yang tidak memiliki lahan dan kelompok-kelompok miskin tertentu di masyarakat mungkin membutuhkan perhatian melalui program-program khusus.

· Aksesibilitas fisik berarti bahwa bahan pangan yang layak harus terjangkau bagi semua orang, termasuk individu-individu yang rentan secara fisik, seperti bayi dan anak-anak, orang lanjut usia, cacad fisik, sakit parah dan orang yang sakit tidak kunjung sembuh, termasuk sakit jiwa. Korban bencana alam, orang yang hidup di lokasi bencana dan kelompok-kelompok tak beruntung lainnya mungkin membutuhkan perhatian khusus dan kadang-kadang pertimbangan prioritas dalam hal aksesibilitas pada bahan pangan. Salah satu kerentanan khusus ialah bahwa banyak kelompok masyarakat adat yang diganggu aksesnya kepada tanah leluhur mereka.

Kewajiban-kewajiban dan Pelanggaran

14. Sifat dari kewajiban hukum Negara penandatangan diatur dalam Pasal 2 Kovenan dan telah dibahas dalam Komentar Umum no. 3 (1990). Kewajiban utamanya adalah untuk mengambil langkah-langkah untuk mencapai secara progresif perwujudan penuh dari hak atas bahan pangan. Ini membebankan suatu kewajiban untuk bertindak secepat mungkin menuju tujuan itu. Setiap negara diwajibkan untuk menjamin semua orang di wilayahnya akses kepada bahan pangan pokok minimum yang memadai, layak dan aman secara gizi, untuk menjamin kebebasan mereka dari rasa lapar.

15. Hak atas Bahan Pangan yang Layak, seperti hak asasi manusia lainnya, membebankan 3 jenis atau tingkat kewajiban bagi Negara penandatangan : kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi. Pada gilirannya, kewajiban untuk memenuhi mencakup kewajiban untuk memfasilitasi serta kewajiban untuk menyediakan.  /Dahulunya 3 tingkatan kewajiban yang diusulkan adalah menghormati, melindungi dan membantu/memenuhi. (Lihat Hak atas Bahan Pangan yang Layak sebagai suatu hak asasi manusia), Study Series No.1, New York, 1989 (Publikasi PBB, Penjualan No.E.89.XIV.2).) Jenjang menengah dari “memfasilitasi” telah diusulkan sebagai suatu Kategori Komite, tetapi Komite memutuskan untuk mempertahankan ke 3 jenjang kewajiban tersebut.  /Kewajiban untuk menghormati jalur-jalur akses pada bahan makanan yang telah ada mengharuskan Negara penandatangan untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan pencegahan terhadap akses-akses itu. Kewajiban untuk melindungi membutuhkan tindakan oleh negara untuk menjamin bahwa perusahaan atau individu tidak meniadakan akses individu-individu lainnya kepada bahan pangan yang layak. Kewajiban untuk memenuhi (memfasilitasi) berati bahwa negara harus secara pro-aktif terlibat dalam aktivitas yang dimaksudkan untuk memperkuat akses dan pendayagunaan sumberdaya oleh masyarakat serta cara untuk menjamin kehidupan mereka, termasuk jaminan bahan pangan. Akhirnya, kapan saja seorang individu atau kelompok tidak bisa, karena hal-hal yang berada di luar kemampuannya, untuk menikmati Hak atas Bahan Pangan yang Layak sesuai dengan keinginan mereka, negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi (menyediakan) hak itu secara langsung. Kewajiban ini juga berlaku bagi orang-orang yang menjadi korban bencana alam atau lainnya.

16. Beberapa tindakan pada tingkat-tingkat kewajiban yang berbeda ini mempunyai sifat yang harus dilaksanakan segera, sedangkan tindakan lainnya lebih berkarakter jangka panjang, untuk mencapai secara progresif perwujudan penuh hak atas pangan.

17. Pelanggaran Kovenan terjadi ketika suatu negara gagal untuk menjamin pemenuhan, setidaknya, tingkat pokok minimum yang dibutuhkan untuk bebas dari rasa lapar. Untuk menentukan tindakan atau pengecualian mana yang merupakan pelanggaran hak atas pangan, maka penting untuk membedakan antara ketidakmampuan dan ketidakmauan dari suatu negara untuk mematuhi ketentuan. Jika suatu Negara penandatangan berargumentasi bahwa keterbatasan sumberdaya menyebabkan negara itu tidak mungkin untuk menyediakan akses bahan pangan bagi mereka yang tidak bisa menjamin akses itu sendiri, negara tersebut harus membuktikn bahwa semua usaha telah dilakukan dengan menggunakan seluruh sumberdaya yang ada padanya untuk memenuhi, sebagai suatu prioritas, kewajiban-kewajiban minimum itu.  Ini mengikuti ketentuan dalam pasal 2.1 Kovenan, yang mewajibkan Negara penandatangan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dengan seluruh sumberdaya yang ada padanya, seperti telah dijelaskan sebelumnya oleh Komite dalam Komentar Umum 3, paragraf 10.  Oleh karena itu, jika suatu Negara mengklaim bahwa ia tidak mampu menjalankan kewajibannya disebabkan oleh sesuatu yang berada di luar kuasanya, maka Negara tersebut mempunyai beban pembuktian bahwa memang demikian itu keadaannya serta bahwa mereka telah tidak berhasil mencoba mendapatkan dukungan internasional untuk menjamin ketersediaan dan aksesibilitas bahan pangan yang dibutuhkan.

18. Lebih jauh lagi, semua diskriminasi dalam akses kepada bahan pangan, termasuk cara dan wewenang pengadaannya, dengan dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, umur, agama, opini politik atau lainnya, asal negara atau sosial, kepemilikan, status lahir atau lainnya, dengan tujuan untuk meniadakan atau mengurangi pemenuhan atau pelaksanaan yang sama dari hak-hak ekonomi, sosial dan budaya merupakan pelanggaran Kovenan.

19. Pelanggaran terhadap hak atas pangan bisa terjadi melalui tindakan langsung dari Negara atau entitas lainnya yang tidak diatur secara memamdai oleh Negara tersebut. Hal ini termasuk : pencabutan atau penundaan formal terhadap peraturan yang dibutuhkan bagi kesinambungan pemenuhan hak atas pangan; penolakan akses kepada bahan pangan terhadap individu-individu atau kelompok tertentu, baik diskriminasi ini berdasar atas suatu peraturan atau bersifat proaktif; pencegahan akses kepada bantuan pangan kemanusiaan ketika terjadi konflik internal atau keadaan darurat lainnya; pengesahan peraturan atau kebijakan yang secara nyata tidak sesuai dengan kewajiban hukum yang telah ada berkaitan dengan hak atas pangan; serta kegagalan untuk mengatur aktivitas individu atau kelompok-kelompok sehingga bisa mencegah mereka melanggar hak atas pangan dari orang lain, atau kegagalan dari suatu Negara untuk mengindahkan kewajiban hukum internasionalnya berkaitan dengan hak atas pangan ketika Negara tersebut mengikat perjanjian dengan Negara lain atau suatu organisasi internasional.

20. Meskipun hanya negara yang ikut menandatangani dan, oleh karena itu, yang paling berkewajiban untuk mematuhi Kovenan, seluruh anggota masyarakat – individu, keluarga, komunitas lokal, organisasi non-pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan juga badan usaha swasta – bertanggung jawab atas perwujudan Hak atas Bahan Pangan yang Layak.  Negara harus menyediakan suatu lingkungan yang memfasilitasi implementasi dari tanggung jawab ini.  Badan usaha swasta – nasional atau transnasional – harus melakukan aktivitasnya dalam kerangka pedoman perilaku yang kondusif bagi penghormatan Hak atas Bahan Pangan yang Layak, pedoman mana disepakati bersama dengan Pemerintah dan masyarakat sipil.

Implementasi pada Skala Nasional

21. Cara paling layak untuk mengimplementasikan Hak atas Bahan Pangan yang Layak akan secara signifikan berbeda-beda dari satu Negara penandatangan dengan yang lainnya.  Setiap negara mempunyai suatu batasan diskresi untuk memilih cara pendekatannya sendiri, tetapi Kovenan secara jelas mengharuskan setiap Negara penandatangan untuk mengambil langkah apapun yang dibutuhkan untuk menjamin bahwa setiap orang bebas dari rasa lapar dan secepat mungkin dapat menikmati Hak atas Bahan Pangan yang Layak.  Ini akan membutuhkan penetapan suatu strategi nasional untuk menjamin jaminan pangan dan gizi bagi semua orang, berdasarkan atas hak asasi yang menentukan tujuannya, serta pembuatan kebijakan dan tolok ukur yang berkaitan.  Negara juga harus mengidentifikasi sumberdaya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan-tujuan itu serta cara yang paling murah untuk mempergunakannya.

22. Strategi ini harus didasarkan pada suatu identifikasi sistematis atas ukuran dan ukuran dan aktivitas kebijakan yang relevan dengan situasi dan konteksnya, seperti diterjemahkan dari muatan normatif Hak atas Bahan Pangan yang Layak serta diutarakan dalam kaitan tingkat dan sifat kewajiban Negara penandatangan seperti yang dijelaskan dalam paragraf 15 Komentar Umum ini.  Ini akan memfasilitasi koordinasi antara departemen dengan pejabat-pejabat regional dan lokal, serta untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan administratif dan kebijakan itu sesuai dengan kewajiban yang terkandung dalam pasal 11 Kovenan.

23. Formulasi dan implementasi strategi nasional untuk hak atas pangan ini harus sesuai sepenuhnya dengan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, desentralisasi, kapasitas legislatif dan kemandirian peradilan.  Pemerintahan yang baik sangat diperlukan dalam perwujudan seluruh hak asasi manusia, termasuk penghapusan kemiskinan dan menjamin suatu kehidupan yang lebih baik bagi semua.

24. Mekanisme-mekanisme kelembagaan yang baik harus dibuat untuk menjamin suatu proses representatif dengan tujuan formulasi suatu strategi, mengikutsertakan semua pakar domestik yang ada yang berkaitan dengan hal pangan dan gizi.  Strategi ini harus menetapkan tanggung jawab dan skala waktu untuk mengimplementasikan tindakan-tindakan yang dibutuhkan.

25. Strategi tersebut harus mengandung masalah-masalah kritis dan tindakan-tindakan dalam kaitan semua aspek dari system bahan pangan, termasuk produksi, pemrosesan, distribusi, pemasaran dan konsumsi makan yang aman, demikian juga ukuran-ukuran paralel dalam bidang kesehatan, pendudukan, ketenagakerjaan dan jaminan sosial.  Hal ini harus dilaksanakan dengan hati-hati untuk menjamin manajemen serta penggunaan yang paling berkesinambungan dari sumberdaya pangan natural atau yang lainnya, pada skala nasional, daerah atau rumah tangga.

26. Strategi tersebut harus memberikan perhatian khusus kepada kebutuhan untuk mencegah terjadinya diskriminasi dalam akses kepada bahan pangan atau sumberdaya pangan.  Perhatian ini termasuk : jaminan atas akses penuh dan setara atas sumberdya ekonomi, terutama bagi perempuan, termasuk hak untuk mewarisi dan kepemilikan hak atas tanah dan hak-hak lainnya, kredit, sumberdaya alam dan teknologi; tindakan-tindakan untuk menghormati dan melindungi wiraswasta dan pekerjaan yang memberikan penghasilan yang dibutuhkan untuk menjamin kehidupan yang layak bagi pencari nafkah dan keluarganya (seperti yang diatur oleh pasal 7 (a) (ii) Kovenan); serta menjaga catatan kepemilikan hak atas tanah (termasuk hutan-hutan).

27. Sebagai bagian dari kewajibannya untuk melindungi sumberdaya pangan masyarakat, Negara penandatangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa aktivitas-aktivitas badan usaha swasta dan masyarakat luas selaras dengan hak atas pangan.

28. Bahkan pada saat terjadinya suatu keterbatasan sumberdaya yang parah, baik yang disebabkan oleh proses penyesuaian ekonomi, resesi ekonomi, keadaan cuaca atau faktor-faktor lainnya, tindakan-tindakan tetap harus dilakukan untuk memastikan bahwa Hak atas Bahan Pangan yang Layak telah terpenuhi khususnya bagi kelompok-kelompok dan individu rentan dalam masyarakat.

Tolok Ukur dan Kerangka Peraturan 

29. Dalam mengimplementasikan strategi nasional seperti yang telah diuraikan diatas, Negara harus merancang suatu tolok ukur yang bisa diverifikasi untuk keperluan pemantauan nasional dan internasional yang akan dilakukan.  Dalam kaitan ini, Negara harus mempertimbangkan penetapan suatu undang-undang untuk dipergunakan sebagai kerangka kerja sebagai suatu instrumen penting dalam implementasi strategi nasionla berkaitan dengan hak atas pangan.  Undang-undang ini harus memuat ketentuan-ketentuan mengenai maksud pembuatannya; target atau tujuan yang harus dicapai dan skala waktu yang dibutuhkan untuk mencapai target tersebut; cara-cara untuk mencapai maksud tersebut diuraikan dalam pengertian yang luas, khususnya mengenai kerjasama yang akan dilakukan dengan masyarakat luas dan sektor swasta serta dengan organisasi internasional; pertanggungjawaban kelembagaan atas proses itu; dan mekanisme nasional untuk memantaunya; serta prosedur alternatif yang memungkinkan.  Dalam penyusunan tolok ukur dan aturan-aturan kerangka kerja itu, Negara penandatangan harus secara aktif melibatkan organisasi-organisasi di masyarakat.

30. Program-program dan lembaga PBB yang berkaitan harus membantu, atas dasar permintaan, dalam merancang aturan kerangka kerja serta menelaah peraturan-peratran sektoral. FAO, misalnya, mempunyai pengetahuan yang luas serta kemampuan yang memadai berkaitan dengan peraturan-peraturan dalam bidang pangann dan pertanian.  Dana Anak-anak PBB (UNICEF) juga mempunya kemampuan yang sama dalam hal Hak atas Bahan Pangan yang Layak bagibayi dan anak-anak kecil melalui perlindungan ibu dan anak termasuk peraturan mengenai pemberian ASI, serta peraturan mengenai pemasaran susu pengganti ASI.
Pemantauan
31. Negara penandatangan harus membentuk dan mempertahankan mekanisme-mekanisme untuk memantau kemajuan menuju perwujudan Hak atas Bahan Pangan yang Layak bagi semua, mengidentifikasi faktor-faktor dan kesulitan yang mempengaruhi derajat implementasi kewajiban-kewajiban mereka, serta untuk memfasilitasi cara-cara administratif dan legislatif untuk perbaikan, termasuk cara-cara untuk mengimplementasikan kewajiban mereka sesuai dengan pasal 2.1 dan 23 Kovenan.

Cara Penyelesaian dan Akuntabilitas
32. Setiap orang atau kelompok yang mengalami pelanggaran terhadap Hak atas Bahan Pangan yang Layak harus mendapatkan akses kepada proses yudisial yang efektif atau cara penyelesaian lainnya, baik di tingkat nasional ataupun internasional.  Semua korban pelanggaran semacam itu berhak untuk mendapatkan ganti rugi yang layak, yang bisa berbentuk restitusi, kompensasi, pemuasan atau jaminan bahwa hal seperti itu tidak akan terulang lagi.  Lembaga Ombudsmen dan komisi hak asasi manusia nasional harus memperhatikan pelanggaran terhadap Hak atas Bahan Pangan yang Layak.

33. Penggunaan instrumen internasional tentang pengakuan terhadap hak atas pangan, atau pengakuan atas daya berlakunya, dalam sistem hukum nasional, bisa secara signifikan meningkatkan cakupan dan efektivitas tindakan-tindakan penyelesaian serta harus didorong penggunaannya di setiap kasus.  Dengan demikian, Pengadilan bisa mengadili pelanggaran terhadap materi inti dari hak atas pangan dengan merujuk pada kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Kovenan.

34. Hakim-hakim dan pihak-pihak lain yang bekerja di bidang hukum diajak untuk memberikan perhatian yang lebih besar kepada pelanggaran terhadap hak atas pangan dalam pelaksanaan pekerjaan mereka.

35.  Negara penandatangan harus menghormati dan melindungi pekerjaan pembela hak asasi manusia dan anggota masyarakat lainnya yang membantu kelompok-kelompok rentan dalam mewujudkan hak mereka atas bahan pangan yang layak.

Kewajiban Internasional

Negara penandatangan

36. Sesuai dengan pasal 56 Piagam PBB, ketentuan khusus yang dimuat dalam pasal 11, 2.1 dan 23 Kovenan serta Deklarasi Roma dalam Pertemuan Pangan Sedunia, Negara penandatangan harus mengakui peran penting kerjasama internasional serta bekerja sesuai dengan komitmen mereka untuk bertindak, sendiri-sendiri atau bersama-sama, untuk mencapai perwujudan penuh dari Hak atas Bahan Pangan yang Layak.  Dalam mengimplementasikan komitmen ini, Negara penandatangan harus mengambil langkah-langkah untuk menghormati pemenuhan hak atas pangan di negara lain, melindungi hak tersebut, memfasilitasi akses kepada bahan pangan serta memberikan bantuan yang diperlukan bila diminta.  Negara penandatangan harus, di setiap perjanjian internasional yang relevan, memastikan bahwa Hak atas Bahan Pangan yang Layak memperoleh perhatian yang memadai serta mempertimbangkan perkembangan instrumen hukum internasional menuju ke arah itu.

37. Negara penandatangan harus menghentikan embargo bahan pangan atau tindakan-tindakan serupa yang membahayakan produksi bahan pangan dan akses kepada bahan pangan di negara lain.  Bahan pangan seharusnya tidak boleh dipergunakan sebagai alat penekan politis dan ekonomis.  Dalam hal ini, Komite mengingatkan kembali atas pendapatnya, yang dinyatakan dalam Komentar Umum 8, mengenai keterkaitan antara sanksi-sanksi ekonomi dan penghormatan kepada hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Negara-negara dan organisasi internasional 

38. Negara-negara mepunyai tanggung jawab personal dan kolektif, sesuai dengan Piagam PBB, untuk bekerjasama dalam pemberian penanganan bencana dan bantuan kemanusiaan dalam keadaan darurat, termasuk bantuan kepada para pengungsi atau orang-orang terlantar dalam suatu negara.  Setiap negara harus melaksanakan tugas ini sesuai dengan kemampuannya.  Peranan Program Pangan Sedunia (WFP) dan Kantor Dewan Tinggi PBB untuk Masalah Pengungsi (UNHCR), serta yang sekarang ini semakin meningkat, peran dari UNICEF dan FAO, mempunyai arti penting dalam hal ini dan harus terus diperkuat. Bantuan pangan harus diprioritaskan kepada kelompok-kelompok yang paling rentan dalam masyarakat.

39. Bantuan pangan harus, sedapat mungkin, diberikan dengan cara yang tidak merugikan produser dan pasar lokal, serta harus dilaksanakan dengan cara yang memfasilitasi kembalinya kemampuan swadaya pangan dari penerimanya.  Produk-produk yang dimasukkan dalam perdagangan atau bantuan pangan internasional harus aman dan dapat diterima secara budaya oleh masyarakat penerimanya.

PBB dan organisasi internasional lainnya

40. Peranan lembaga-lembaga PBB, termasuk melalui Kerangka Kerja Bantuan Pembangunan PBB (UNDAF) di tingkat negara, dalam mempromosikan perwujudan hak atas pangan, mempunyai arti penting tersendiri. Usaha-usaha yang terkoordinasi dalam perwujudan hak atas pangan harus dijaga untuk meningkatkan hubungan dan interaksi diantara para pihak, termasuk beragam unsur dalam masyarakat.  Organisasi-organisasi pangan, seperti FAO, WFP dan Dana Internasional untuk Pembangunan Pertanian (IFAD) yang berhubungan dengan Program Pembangunan PBB (UNDP), UNICEF, Bank Dunia dan bank pembangunan regional, harus bekerjasama secara lebih efektif, sesuai dengan keahliannya masing-masing, dalam implementasi hak atas pangan pada skala nasional, sesuai dengan wewenang individual mereka.

41. Lembaga-lembaga keuangan internasional, khususnya Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia, harus memberikan perhatian yang lebih besar terhadap hak atas pangan dalam kebijakan pinjaman dan perjanjian kredit mereka serta dalam cara-cara penyelesaian internasional dalam hal terjadinya krisis hutang.  Kehati-hatian harus dilakukan, sesuai dengan Komentar Umum Komite No. 2, paragraf 9, dalam hal terjadinya program penyesuaian struktural untuk memastikan bahwa hak atas pangan tetap terlindungi. 

PAGE  
1

